PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBLOKIRAN DATA

PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DATA KEPEGAWAIAN NASIONAL

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
baik dan bersih, dan mendukung penyelenggaraan
pemerintahan  yang  efektif, efisien, transparan,
akuntabel, serta bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan
nepotisme, perlu  melakukan  pengawasan  dan
pengendalian di bidang kepegawaian;

bahwa dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian
masih ditemui inkonsistensi dalam penjatuhan sanksi
terhadap pelanggaran norma, standar, dan prosedur
manajemen  kepegawaian  sehingga perlu upaya
penanganan pelanggaran dimaksud,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang
Pedoman Pemberian Tanda Pembekuan/Pemblokiran
Data Pegawai Negeri Sipil Pada Data Kepegawaian

Nasional;



Mengingat

Menetapkan

-2 -

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun
2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PEMBLOKIRAN DATA
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DATA KEPEGAWAIAN
NASIONAL.

Pasal 1
Pedoman Pemberian Pemblokiran Data Pegawai Negeri Sipil
Pada Data Kepegawaian Nasional adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
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